ABSTRAK

Penelitian berjudul “Peran Pemerintah dalam Penanggulangan
Penambangan Pasir Liar Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Figh
Siyasah (Studi Kasus di Desa Nglongsor, Pagu Kab. Trenggalek)”
yang ditulis oleh Maulana Naufal Kurniawan, NIM.126103212195,
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum
Islam, UIN SATU Tulungagung, 2024, Pembimbing Abd. Khoir
Wattimena M.H.

Kata Kunci: Penambangan Pasir Liar, Kerusakan Lingkungan,
Pemerintah

Penanggulangan penambangan pasir liar perlu dilakukan dengan
harapan dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan
hidup. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran
pemerintah daerah dalam pengendalian pertambangan pasir liar atau
ilegal , dan faktor penghambat pelaksanaan pengendalian
penambangan pasir liar di Kecamatan Tugu.

Penelitian ini dilakukan di Desa , Kecamatan Tugu, Kabupaten
Trenggalek. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
dengan pendekatan metode kualitatif. Pengambilan data primer
dilakukan wawancara terhadap narasumber dan responden . Data
sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan juga dokumen
dari instansi terkait. Data yang diperoleh dianalisa dengan tahapan,
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah berupaya
untuk melakukan pengendalian terhadap pertambangan pasir liar di
Kecamatan Tugu. Upaya tersebut seperti melakukan sosialisasi,
pemasangan peringatan larangan melakukan penambangan pasir,
penertiban operasi penambangan pasir liar, penyitaan alat-alat yang
digunakan untuk melakukan penambangan pasir, dan juga penindakan
melalui jalur hukum. Faktor penghambat pengendalian penambangan
pasir antara lain adalah, kurang tegasnya pemerintah dan aparat
penegak hukum dalam melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan
pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan,
masyarakat yang membandel melakukan penambangan pasir illegal
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dan kurang paham terkait dampak rusaknya lingkungan hidup, serta
faktor kebutuhan hidup yang mendorong masyarakat berani untuk
melakukan penambangan pasir illegal
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ABSTRACT

The research entitled "The Role of Government in
Overcoming lllegal Sand Mining Based on Regional Regulation
Number 8 of 2021 On Environmental Protection and Management and
Figh Siyasah (Case Study in Nglongsor Village, Pagu, Trenggalek
Regency)”  written by  Maulana  Naufal  Kurniawan,
NIM. 126103212195, Constitutional Law Study Program, Faculty of
Sharia and Islamic Law, UIN SATU Tulungagung, 2024, Supervisor
Abd. Khoir Wattimena M.H.

Keywords: Illegal Sand Mining, Environmental Damage,
Government

lllegal sand mining control needs to be carried out in the hope
of reducing the impact of damage to the environment. The study aims
to determine the role of local governments in controlling illegal sand
mining, and the inhibiting factors in the implementation of illegal sand
mining control in Tugu District.

This research was conducted in the Village, Tugu District,
Trenggalek Regency. The method used in this study is a qualitative
method approach. Primary data collection was conducted through
interviews with informants and respondents. Secondary data was
obtained by conducting literature studies and also documents from
related agencies. The data obtained were analyzed by stages, data
reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that the government has made
efforts to control illegal sand mining in Tugu District. These efforts
include conducting socialization, installing warnings prohibiting sand
mining, controlling illegal sand mining operations, confiscating
equipment used for sand mining, and also taking action through legal
channels. Factors inhibiting sand mining control include the lack of
firmness of the government and law enforcement officers in taking
action in accordance with criminal provisions stipulated in laws and
regulations, people who stubbornly carry out illegal sand mining and
do not understand the impact of environmental damage, and factors
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of living needs that encourage people to dare to carry out illegal sand
mining.
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